
BUPATI KATINGAN

PROVINSI K^A"LIMANTAN TENGAI{

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR3I TAHUN 2OI4

fEN?ANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a.

DENGAN RA,F{${A? TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola
pemeriniahan yans baik cian pemerintahan yang bersih
dul** penyelenggaraan otonomi daerah, perlu
diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secafa
protesiJnal, terbuka dan bertanggUng jawab- sesuai dengan
itur"r, pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Perrrndang undangan;

bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan memanfaatkan
SIMDA, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis
teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan
daerah;

bah.r",a dal.arn rangka pernanfaatan sIIv[DA agaf berjalan
efektif, elisien dan berhasil guna, perlu pendoman dalam
pengelolaannya;

bahwa berda_sarkan pertimbanga-n seba-gaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan
bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis
Informasi dan teknologi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2B Tahun L999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kor"upsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Inconesia ?ahun 1999 Nornor 75, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385lh

Undang-Undang Nomor 5 Tahr-ln 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Ka-tingan, Kabupaten Ser-uya:l,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2AA2

Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 1O8);

Undang:Undang Nornor' 17 Tahun 2OS3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286\;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2CIO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355i;

b.

d.

n

a
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q.

6.

undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2AC4 tentang
pemerifsaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Xoi:or 66, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa00);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2aa4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2aa4 Nomor i25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437t sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2oo5 tentang
penEtapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi undang-undang (Lernbaran Negara Republik
InCotesia Tahun ?005 Nornor Lo$, Tar*bahan Lernbaren

Negara Republik Indonesia nCImor a5aSl;

undangundang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang
perimbingan K*u*rrg^r, Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerint"ha.t Daerah lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-undang Nomor t2 Tahun 2OLt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun ?Afi Nomor 82,
Tambanan lembaran Negara Republik Indonesia l{omor
523a1;

Peraturan pemerintah Nomor 2A Tahun 2001 tentang
pembinaan da_n Pengawasa-n atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lemb aran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO9O);

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indsnesia Tahun 2005 Nomor 48,
tambatran Lennbaran Negara Republik Ind+nesia Nomor

a5a4;
peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar" Akrr_ntansi Pemenntahan {Lembaran Negara-

Republik Ind.onesia Tahun 2oo5 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O3);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor Lg7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Perat+ran Pernerintah Flornor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistern
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Incionesia Nomor a5781;

7.

8.

o

10.

11.

12.
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Menetapkan :

15. Peraturan Pemerintah N+mor 55 ?ahun 2005 tentang

Pedoman PenSrusunan dan Penerapan standar Pelayanan

Minimal {Lembaran Negara Republik Indo,nesia Tahun 2OOs

Nomor 150, Tambaian Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Femerintah
(L,embaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6Lal;

L7. Peraturan Pemerintah Ncmor 38 Tahun 2AAT tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2OtO7 Nomor 82, Tambahan Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

18. Peraturan Pemerintah Nornor 6O Tahun 2OOB tentang Sistem

Pengencialian Intern Pemerintair (Lembaral Negara Republik
IndJnesia Tahun 2OOB Nomor L27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

t9. Peraturan Pernerintah Ncmor 7l Tahun 2O1O tentang
standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr aB15);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O0B tentang Pembagian
urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan {Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

2L. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2AAg tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kltingan (Lernbarar: D aerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OOg Nomor L);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tenta-ng Penerapa-n Sta-ndar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah.

f,f,F.ilTTI'FTISl TAU.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KF'TENTUAI\J UI\.{UM

Pasal I

Dalam Peratr-rran Br-r"pati Katingan ini, yang climaksud clengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Katingan.

l}t Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan

(3) Eupati adalah Bupati Katingan.



',4jsaluanKerja.PerangkatDa*rahselanjutn3ladisebutSKPDadalahperangkat
claerah prd* p"*""ri.rtrh daerah selaku pengguna anggaranl pengguna

barang"

i5) sa-t-uan Ke{a- PengeloLa _Keuangan 
Da-era-h *tsisnlr-ttn}ra r{rsei:r-r-t SKPKD

ardalah perarrgkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaranT pJrrggrrr." barang, y"'s ju-ga melaksanakan pengelolaan

t eiir-,g*n a*Lr"i'?alam hai ini Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan'

(6) Sistem lnformasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMDA

acla.lah sistem pengeloiaan keuang; daerah berbasis teknologi informasi

server*cii*rri 5rrr.g 
"1."r-g bertujuan unt,uk memSantu pernerintah ciae.ah

de"lam **rrgho*iif."" Lfot**li keuarlgan yang relei'aii, cepat' akurat'

lengkap dan dapat diuji kebenarannya'

i7) Jaringan aclalah salah satu sutr sistern dalam Sistem Informasi Keuangan

Daera.h yang herba-si-.r Teknologi Informasi cllient-.server, ya-ng terdiri dari

perangkat-plrangkat jaringan yang berftrjuan untuk
'**rr[hrrbungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses

clatabase SinaT:e yang acla di cornputer sert/er. Untuk jaringan yang bersifat

wide area fiarai< iarfr, juga meiibatkan sistem cian perangkat pacia vencior

telekomunikasi sebagai meclia perantara'

(s) server SIIV1DA adalah perangkat komputer ya.ng memiliki spesifikasi tertentu
\raf (! h+r,f: r*gsi untuk **rr5rl*pan dan mengelola Catabase,SII\4DA, melayani
j u.rIt' uur I u'I

akses client dzln aktifitas p"*.ou"**, lainnya yang diperlukan untuk
kegiatan operasional aplikasi SIMDA'

{9) e.lient SIMDA acl-aLah pr:r angkat kompr:ter }ra-ng memiliki spe*sifikasi tertenttr
yang terhubung ke **rrr"iSIMDA -yang berfungsi sebagai sarana untuk
menjalarrkan ap-likasi SIMDA seperti inpr-rt data dan pencetakan laporan.

{i0) SIMDA oniine acialah suatu sistem sIfuIDA dengan konfigurasi jaringan

tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara

lokal area mauPun wide area'

(i. i) SIMDA oflline adaiah suat.u sistern SIMDA dimana clieni tidak terhubung ke

server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database

1okal.

{12} trkspor*Impor Data adaiah sliatu mckar:isme pemindaha'n data dari
' ' 

clatabase lokal ke database pada server SIMDA dan/atau dar:i database

server SIMDA ke database lokal.

{13) Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang mer-nbawahi beberapa unii
' ' keiia (aciministratori serta karyawan/staf pacia unit kerja (acimini tersebut,

dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang
lingkup yang dibarn'ahinya.

/1.4\ A.t-rinir'.tralcr aCalah pega';,c.i )'eng karena .jabatanni,'a diberi hal< untul<
\r T,l laulrrrlrruLrv

mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kew'enangan urntuk

menambah, mengurang dan merubah data pada beberapa menu serta'

berlanggungja'wab terhadap keamanan data SIMDA'

{15i User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian

menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan

data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator'

I



RAB II

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 2

{1} Penangg,r-rngjawab pe*gelcl.aan SI},{DA dalarn rangl"a pengeiclaan
\-'' 

teu"nlln dierah Kabupaten Katingan terdiri dari :

a. Penanggungjau,,ab sIMDA pada satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) terdiri d-ai :

1) Pembina;

2\ \Makil Pernbina;

3) SuPeniisor;

4) Administrator;dan

5) User/cPerator.

b. Penanggungjawab SIMDA pada satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKpDl"adfiah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh

Kepa-la SKPD.

Pembina SIMDA pa<la SKPKD di-jabat oleh Asisten Administrasi Umum

Sekretariat Daerah liabupaten Katingan'

Wakil pernbina dijabat cleh Kepala Bagian Akuntans',i Sekretariat Daerah

Kabupaten Katingan.

Supervisor clijabat oleh Kepala sub Bagian yang ditetapkan oieh Pembina

Penanggungla-wa-b SIMDA'

Administrator dijabat oleh oleh pegawai yang ditetapkan oleh Pembina

PenanggS:ngj awab SIMDA'

User/oper"atcr. dijaba+" cleh pega.rai yang ditetapl-'an oLeh Kepal'a Sekretaris

Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Kepa-r1a pejal-ra-t ya-ngtersebr-rt d-ala-m point 1 (satr-r-) -sampai de'ngan 6 (ena-m)

d.i atas di Ueritca., ho.o."rium yang besarannya diatur dalam peraturan

Bupati tersendiri.

Pasal 3

Dalam rangka alih pengetahuan tentang slMDA, Pemerintah Daerah

bekedasa** d*ng*., 'ii* SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan
pemblngunan pelwakiian Provinsi Kalimantan Tengah seiragai Narasumber

atau Tenaga Ahli.

Dalam rangka pemeliharaan jaringan intranet dan internet SIMDA,

Pemerintah Daerah dapat beker.ja sama dengan pihak ketiga penl'edia jasa

pemeliharaarr.

BAB iII

TU GAS DAN WEWE I'JAIr] G PE IIAIY GGU N GJAWAB PE}I G ELO L,A-AN S I I\4 DA

Pasal 4

pembina dan Wakil Pembina bertanggungiawab atas selurruh kegiatan
pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah'

(s)

IA\
(v.,

(21

1?ltv,

{41

(7|

(1)

{21

(1)



{21 Pernbina dan
memberhentikan

Wakil Pesrbina berwenang untuk rnengangkat dan

susunan penanggungiawab pengelolaan SIMDA'

Pasal 5

(1) (Secara umum, Supervisor bertanggungiawab firengatur, mengendalikan dan

mengevaluasi kemampuan kineria sumber claya rnanusia, perlengklPan

penclukung. bahanlperaiatan Sinnna guna memaksimalkan efektifitas'

efisiensi dan menclapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang

ditetapkan.

{2} Supervisor rnerrrpunvai Lugas sebagai berikut :

a. melaksanakan supervise langsung terhadap administrator yang

dibawahinYa;

b. memheri himl--,inga nf a-ra.han ke sr:mrla -1--raurahan;da-n

c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta

anaiisa permasalahan ctan tindakan-tindakan atas permasalahan serta

batas waktu pen-Yelesaian secara konkrit'

(3) Supervisor mempur:yai wewenang sebagai berikut :

a. melgambil langkah-laggkah itrovasi atas tugas yang menjadi
lrc'.crre4engannya l:erdasarl<an pertimbangan*pertimbangan yang
ra! va v lru

dipamdang perlu untuk dilaksanakan;

b,. bers,,enang <ialam menerapkan clisiplin kerja terhadap administratcr dan

atau r-tser/operator sesria-i clengan ketenlr-r-a'n pera-tt-lra-n yang

ditetaPkan;dan

c. berwenang fitengusulkan penggantian administrator maupun
user/operr.tut apabila ciitemukan hal-hai yang dapat mengganggu
pelaksanaan sisiem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan

dan tanggungiawabnYa"

Pesal 5

(1) Aclministrator terdiri atas aclministrator program dan administrator
jaringan.

(21 Administratgr program bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan

SIMDA dan keamanaan data SIMDA.

(S) Administrator jaringan bertanggungiawab atas kelancarail dan keainanan
pengembangan jaringan SIMDA.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, aclministrator da"pat dibantu olehr tim teknis
yang terCiri clari operator yang ditunjuk atas persetujuan supervisor'

(5) Ariministrator mempunyai wewenang :

a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu
apabiia d"iperlukan seperti menambah atau menghauus parameter

program, tegiatan dan rekening belanja, berdasarkan persetujuan
Pembina Penanggungiawab SIMDA;

tl. menarlbahi rnengubali dan menghapus identitas Fengguna (User

ID);dan

c" menutup akses UserlOperator jika akibat tindakannya dinilai dapat
mcmbahayakan keanianan data SIMDA"



{6! ,Administratcr rnempun5r:ri tugas :
t.r,

a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digr-rnakan dalam

pengelolaan keua.ngan daerah ;

b. backuP datebase berkala;

c. menjaga keamanan database;

d. mengaturr Llser ID, passrvord, lerrel penggulna, dan atoritas Llser menur;

e. melaksanakan posting data anggaran;

f. melaksana.kan entri data pada menu parameter dan mengeset tools'

sesuai arahan suPervisor;

g. mengatur tarfic jaringan antar SKPD;

h. mengatur Llser ID, passu,ord, dan koneksi SIMDA via lnternetf Intranet;

i. rnernantau kcndisiperangkat ar'''"s.iaringan; dan

j" membuat laporan peiaksanaan kegiatan kepada supervisior;

Pasal 7

(i) Tim teknis pada SKPKD mempunyai mempr-rnyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan entri dan pengolahan ciata pacia ment-l :

1) Anggaran;

2\ BUD;dan

3) Pembukuan.

sesuai tugas dan fungsinYa;

Lr. mencetak laPoran-laPoran;

c. Tim teknis yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi

Lrser atau SKPD Yang membutuhkzrn;

d. melaksarrakal tugas lain atas arahan adrninistrator;dan

e. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan

terkait dengan tugas yang dijalankannya'

t2) I-T-s61,/6rpqy,.-i-r:r pacia- SKPII' mem-pl-tn;raj men:pl-11Iia-i tugas -*eLra-ga-r be::rkr=rt :

a. melaksanakan entri dan pengolahan dat"a pada menll :

1) Anggaran;
O\ "Fofa TIcni.ro'
-j r(-rLq vuqrrq,

3) Berrdahara;dan

4) Pembukuan.

b. mencetak laPoran-laPoran'

7
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BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal I

Seryer SIL{DA harus dipasang Anti Virus serta di.lengkapi perangka+"

pendukung lainnYa terdiri dari :

a.. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);

b. p*rangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);

c. switch hub untuk jaringan internal SKPKD;dan

d. iaringan internet dan jaringan intranet tintuk kr:neksi jaringan eksternal

SKPD.

Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, ha.rdisk eksternal, CD,

CDRW ila"t cliperkenankan terhuLrung langsung dengan unit sen'er SiMDA'

Se:-ver" SII,{DA diternpatkan pa<la ruang khusus Celn terkunci'

Ruang Server SiMDA hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina,

Supeivisor, Aclministrator dan user / operator penanggun gi awab servef '

Penanggungial,",ab r"iangan server {pemegang kunci} ditetapl<a'n cleh

Pembina penanggugjawab SIMDA.

Dalam keaclaan tertentu userfoperator clan pihak lain, dapat diberikan
akses ke rr-ra-ng serve!'oleh Aclmin-istra-tor clengan persetr-tjr:an Supervi-sor"

Pasal 9

Jaringal akses SIMDA harus Rremenuhi stariciar pengarnanan jaringan

untuf, menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Untuk keperluan keamanan, userfoperator SKPDISKPKD harus memiliki
ID pengguna dan Passwcrd jaringan untuk mengakses ja;'ingan SIMDA yang

ditetapkan oleh admin.
Pasal 1O

Untuk rnengakses databese SimCa, kepada user/operutcr ditetapkan User

ID, Password d*r, level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang

bersangkutan.

Pemega-ng pas-s\I/clrc1 masing-ma-sing lJser ID tidak d-ibenerka.n memberika-n
akses Stnnna kepada yang tidak brerhak untuk alasan dan dalam kondisi
apapun.
pemegang uassword masing-masing User ID bertanggungiawab terhadap
penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya'

Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti
po"*tJor.i" "*"*o trerkala dengan Lelap mendokumentasikan passworci-

password sebelumnYa.

Pasal 1 1

Untuk menginCari peni,alahguni.iar) r'-'e.r"'enang )'ang diberil<an l<epada

userfoperator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu
yang ada pada aPlikasi SIMDA.

12\ Daiam rangka- pengencla.lian, rrtoritas l-l-qf r llenr-l diatr-r-r' c{enga-n

memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada

SKPD.

/citv,

(4)

l(\
\v,

t6)

(r)

(2)

/1i1.,

()\

(3)

(4)

/1\(r,



{3i pengaturan dalarn menggunakan Inenu-filenu i'ang ada pada aplikasi

S1MDA oleh user/operatoi dilaksanakan oleh administrator program'

Pasai 1"2

{1} Otcritas user l-nenu paca SI'IPKD acalah sebagai berikut :

a. Tim teknis pada fungsi penganggaran ha.nya dapat mengakses menu-

rnenu sebagai beril':ut :

1) Data Entry Anggaran :

DPA dan DPPA.

2) LaPoran:

Tim teknis pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menll
pada LaPoran Anggaran'

b. Tirn teknis pi:.Ca fungsi perbenCaharaa'n hanya Capat mengakses n::enli:

menu sebagai berikut:

1) Data Entry BUD :

a) lr,ksPor lmpor data;
b) Anggaran Kas;

c) SPD;

d) SPP Non Anggaran;
e) SPM Non Anggaran;

0 sP2D;
g) Daftar PengP4i SP2D;

h) Realisasi Pencairan SP2D;

i) PenerimaanPendaPatan;
j) Penerimaan Pertbiayaan;
k) Setoran Sisa UP;dan

U Transfer antar bank.

')) I qrrnrqn 'ai !;fu+t^^r '

a) SPD

Iim teknis pada Bagia.n Ferbenclaharaan elapat mengakses semua

menu Pada iaPoran SPII'

b) lsuD

Iirn teknis pacla Bidang Perbendaharaan ciapat menqa'kses

semua menu Pada laPoran BUD'

c. Tim teknis pada fr-lngsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu

sebagai berikitt :

1) Data trntry Pembukuan :

a) Jurnal;
b) Pen3resuaian PenCaPatan;

c) Saldo Awal;
d) Posting Data;dan
e) trksPor imPor Data.

2) LaPoran:

Tim teknis pada lungsi akuntansi dapat mengakses semua menlt
pada Lu,Pcran Pernbul<uat-l'



{2} L-rtcritas user menu pada SKPD adalah sebagai beril'.ut :

a. user/operator pa<la fungsi perencanaan hanya dapat mengakses

menu- menu sebagai berikut:
1l T^)nt+ F'ntr...,iI ii(lLd sir(rJ'

a) Data Umum;
b) Renstra SKPD:

c) Renja SKPD;

d) Tugas Pokok;
e) Fungsi;dan

4 Pagu-Anggaran'

2l LaPoran.

User/operatorpadafungsi'perencanaandapatmerrgaksesSemua
menu Pada LaPoran Renstra'

b. User/op.iuio. puO* fungsi penganggaran hanya dapat mengakses

menu- menll sebagai berikut:

I) hr:fa Fntr--rii i/-GLu uriLrJ'

a) Rencana Kerja Anggaran SKPD;

b) Anggaran Kas;dan

c} Ekspcr Irnpcr Data Renja, Inditr<atcr, A*ggaran, Anggaran Kas,

danDPA-DPPA.

2) LaPoran.

User/cperatcr pada fungsi penganggarall d'apat rnengal"ses sem"la

menu Pada LaPoran Anggaran

c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menl-l sebagai

herikut:
1) Data Entry'

a) Pembuatan SPP;

b) Panjar Can SPJ Panjar;

c) SPJ;

cl) Paiak;dan
el Ekspor lmpor ?aryar l SP-I Panjar, SP-I dan Pajak'

2) LaPoran.

User/operator pacla Benclahara Pengeluaran dapat mengakses

semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
d. Bendahara Peneiima", h.rya dapat mengakses menu-menu sebagai

herikut:
1l T)af a E'nfnr
Li *qLs !irLrJ '

a) Bukti Penerimaan;
b) Surat Tanda Setoran;dan
c) Ekspor Impor Bukti Penerimaan dan *Qurat Tanda Setoran.

2j Laporan.
Userf operator pada Bendalrara Penerimaan dapat mengakses
semua menlr pacia Laporan Bendahara Penerimaan'

x.0
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